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ABSTRAK 

Nailul Ula, NIM. 1121017, 2025, “Perbandingan Hak-Hak 

Perempuan Pasca Perceraian Qabla ad-Dukhul di Indonesia 

dan Brunei Darussalam”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. 

Perceraian qabla ad-dukhul merupakan perceraian yang terjadi 

ketika suami istri tersebut belum melakukan hubungan badan 

selama pernikahannya. Dimana salah satu akibat dari 

perceraian tersebut adalah timbulnya masa iddah, atau yang 

disebut dengan iddah qabla ad-dukhul. Namun, di dalam Al-

Qur’an ditegaskan bahwa perceraian qabla ad-dukhul tidak 

mewajibkan iddah bagi perempuan yang bercerai dalam 

kondisi tersebut, hal ini juga selaras dengan aturan perundang-

undangan yang ditetapkan di Indonesia, hanya saja dalam 

aturan perundang-undangan Brunei Darussalam mengatur 

yang sebaliknya, yakni tetap menetapkan masa iddah bagi 

wanita yang bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul. Dengan 

demikian, maka akan timbul akibat atau dampak hukum yang 

berbeda dari masing-masing aturan hukum yang ditetapkan, 

dalam hal ini khususnya mengenai perolehan hak-hak setelah 

perceraian qabla ad-dukhul itu terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari 

perbedaan aturan serta dampak atau akibat hukum dari adanya 

aturan masa iddah di masing-masing negara, yakni mengenai 

hak yang diperoleh perempuan ketika dirinya bercerai dalam 

kondisi qabla ad-dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dan teknik analisis isi (content 

analysis).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari perbedaan 

penetapan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam adalah 

karena adanya perbedaan dari pembentukan sistem hukum di 

masing-masing negara. Serta, dari perbedaan aturan yang 

ditetapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai hak 
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perempuan pasca perceraian qabla ad-dukhul, terlihat bahwa 

di Brunei Darussalam lebih mensejahterakan perempuan, 

karena di Indonesia perempuan yang bercerai qabla ad-dukhul 

hanya berhak atas separuh mahar, walaupun dalam situasi 

tertentu pengajuan mut’ah tetap bisa dilaksanakan. Sementara 

itu, Brunei Darussalam menetapkan bahwa wanita yang 

bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul pun tetap berhak atas 

mahar, mut’ah, bahkan nafkah.  

Kata Kunci: perceraian qabla ad-dukhul, iddah, hak 

perempuan  
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ABSTRACT  

Nailul Ula, Student ID 1121017, 2025, “Comparison of Post-

Divorce Women’s Rights Qabla ad-Dukhul in Indonesia and 

Brunei Darussalam”. Thesis, Departement of Islamic Family 

Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State 

Islamic University Pekalongan. 

Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. 

Divorce qabla ad-dukhul is a type of divorce that occurs when 

the husband and wife have not engaged in sexual intercourse 

during the course of their marriage. One of the consequences 

of such a divorce is the potential imposition of the waiting 

period (iddah), known specifically as iddah qabla ad-dukhul. 

However, the Qur'an explicitly states that divorce qabla ad-

dukhul does not require iddah for the woman involved. This is 

in accordance with the legal regulations established in 

Indonesia. In contrast, the legal system in Brunei Darussalam 

stipulates the opposite, that a waiting period still applies for 

women who divorce under qabla ad-dukhul conditions. As a 

result, differing legal consequences arise depending on the 

legal system in place, particularly in relation to the 

entitlements or rights granted following a qabla ad-dukhul 

divorce. 

This study aims to explore the reasons behind the differences 

in legal regulations and the legal consequences stemming from 

the implementation of iddah regulations in each country, 

focusing on the rights of women who divorce under qabla ad-

dukhul conditions in Indonesia and Brunei Darussalam. The 

research method employed is normative legal research using 

a comparative approach and content analysis techniques. 

The findings indicate that the differences in legal provisions 

between Indonesia and Brunei Darussalam are rooted in the 

differing foundations of their respective legal systems. 

Moreover, the contrast in regulations regarding the rights of 

women post-divorce under qabla ad-dukhul conditions reveals 

that Brunei Darussalam offers greater protection and welfare 

for women. In Indonesia, women who divorce under such 
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conditions are only entitled to half of the dowry (mahr), 

although in certain circumstances, a claim for mut'ah 

(consolatory gift) can still be made. Meanwhile, Brunei 

Darussalam guarantees the woman’s right to receive not only 

the mahr, but also mut’ah and maintenance (nafaqah), even in 

cases of qabla ad-dukhul divorce. 

Keywords: Divorce qabla ad-dukhul, iddah, women's rights 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menjalankan pernikahan dengan orang terkasih 

merupakan impian bagi sebagian besar orang dalam 

mencapai tujuan pernikahan. Dimana salah satu tujuan 

dari sebuah pernikahan yaitu menjalankan dan 

mempertahankannya sampai salah satu dari suami 

maupun istri meninggal dunia. Namun, agama Islam 

juga mengakui perceraian menjadi langkah terakhir 

dalam mempertahankan rumah tangga, yang apabila 

perkawinan tetap diteruskan, maka dapat timbul 

kemudharatan.1 Disebutkan dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019) pada Pasal 38 bahwa 

“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, 

dan penetapan pengadilan”.2 Dimana hal tersebut dapat 

mengakibatkan seorang wanita menjalani masa iddah 

setelah dilakukannya sebuah perceraian. Terdapat 

beberapa macam jenis iddah, diantaranya seperti iddah 

karena kematian suami (saat perempuan itu hamil atau 

tidak), iddah karena cerai hidup (dalam keadaan hamil, 

sudah dewasa (sudah menstruasi), dan belum dewasa 

atau sudah mengalami menopause), serta iddahnya 

 
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2006), 190. 
2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Pasal 38. 
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perempuan yang belum digauli (iddah qabla ad-

dukhul).3 

Salah satu di antara berbagai macam jenis 

iddah adalah iddahnya perempuan yang belum pernah 

dicampuri oleh suaminya atau umum disebut dengan 

iddah qabla ad-dukhul, maksudnya adalah masa iddah 

untuk perempuan yang ketika bercerai belum digauli 

atau belum pernah berhubungan badan dengan mantan 

suaminya. Wanita yang demikian tidak mengalami 

masa iddah, yang mana hal ini disepakati oleh para 

ulama madzhab, terutama oleh Madzhab Syafi’i. Sebab 

menurut pendapat Madzhab Hanafi, yang didukung 

oleh Madzhab Hambali dan Maliki, apabila suami 

sudah berkhalwat (bermesraan) dengan istrinya namun 

tak sampai mencampurinya kemudian istri tersebut 

ditalak olehnya, maka menurut pendapat ini berlaku 

iddah untuk istri tersebut seperti halnya istri yang 

dicampuri. Namun, menurut Imam Syafi’i khalwat 

tidak berakibat apapun sehingga tidak berlaku iddah.4 

Selain pendapat ulama madzhab, hal ini juga 

terkandung dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 49, yang 

berbunyi:  

مُ 
ُ
حْت

َ
ك

َ
ا ن

َ
ا اِذ

ٰٓ
وْ

ُ
مَن

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
مُوْهُنَّ مِنْ يٰ

ُ
ت
ْ
ق

َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
تِ ث

ٰ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الْ

 
ۚ
هَا

َ
وْن دُّ

َ
عْت

َ
ةٍ ت يْهِنَّ مِنْ عِدَّ

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
مَا ل

َ
وْهُنَّ ف مَسُّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
بْلِ ا

َ
ق

عُوْهُنَّ وَسَر ِِّ ِ
 
مَت

َ
 )ف

ً
(٤٩حُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلً  

 
3 Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, 

Jurnal Al-Mau’izah, Vol. 1, No. 1, September 2018, 15-16. 
4 Abdul Aziz M. A. dan Abdul Wahhab S. H., Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: AMZAH, 2009), 322. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu  

mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas 

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah 

mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara 

yang sebaik-baiknya.”5 

Dari sekian banyak negara di dunia yang 

bermadzhab Syafi’i, Indonesia dan Brunei Darussalam 

menjadi salah satu di antaranya. Di Indonesia, sumber 

hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sementara di 

negara Brunei Darussalam, sumber hukum perkawinan 

dapat ditemukan dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam) 1999 serta dalam Undang-

Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-

Mahkamah Kadi Penggal 77. Di negara Indonesia, 

aturan terkait masa iddah tercantum dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

tepatnya dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa 

“bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku 

jangka waktu tunggu”.6 Sedangkan mengenai iddah 

qabla ad-dukhul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi, “Bagi seorang 

isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atau iddah, kecuali qabla ad-dukhul dan 

perkawinannya putus bukan karena kematian suami”, 

 
5 Q.S. Al-Ahzab, ayat 49. 
6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 

11. 
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dan dalam Pasal 153 ayat (3) KHI.7 Terlihat bahwa 

kedua peraturan tersebut sejalan dengan hukum Islam 

yang telah para ulama sepakati, yaitu bahwa wanita 

yang bercerai dan belum melakukan hubungan badan 

dengan mantan suaminya tidak berlaku iddah.  

Sementara di negara Brunei Darussalam, aturan 

perihal iddah qabla ad-dukhul termaktub dalam 

Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-

Mahkamah Kadi Penggal 77, yakni pada Pasal 140 (c) 

yang berbunyi, “jika pengantin perempuan diceraikan 

sebelum disetubuhi, dia tidak boleh menikah dengan 

sesiapa saja melainkan suaminya yang dahulu semasa 

dalam tempoh idah yang mana jika tidak telah 

dikenakan, kecuali dengan kebenaran Kadi yang 

mempunyai bidang kuasa di tempat di mana ia 

tinggal”.8 Kemudian di dalam Perintah Darurat 

(Undang-Undang Keluarga Islam) 1999, khususnya 

pada Pasal 13 ayat (3) juga dijelaskan mengenai hal 

ini.9 Namun jika diperhatikan, aturan dalam Undang-

Undang Hukum Keluarga di negara Brunei tersebut 

terlihat tidak sejalan dengan ajaran para Imam 

Madzhab serta Al-Qur’an. Tetapi, hal tersebut tetap 

perlu dihargai sebagai bentuk keberanian negara 

Brunei dalam menetapkan aturan tersebut di 

negaranya. Barangkali terdapat kemaslahatan yang 

 
7 Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, 

“Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 153. 
8 Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 

77, “Undang-Undang Negara Brunei Darussalam”, (Negara Brunei 

Darussalam), Pasal 140. 
9 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, “Perintah Darurat 

(Undang-Undang Keluarga Islam)”, (Bandar Seri Begawan, 1999), Pasal 

13. 
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hendak negara Brunei capai dalam menetapkan 

peraturan tersebut.10 

Dengan melihat perbedaan aturan perundang-

undangan dari masing-masing negara (Indonesia dan 

Brunei Darussalam) mengenai aturan iddah qabla ad-

dukhul, terlebih negara Brunei justru menetapkan 

aturan yang terlihat kurang sesuai dengan hukum 

Islam, maka perlu diketahui terkait dengan penyebab 

dari perbedaan penetapan aturan tersebut. Selain 

karena sistem hukum yang ditetapkan di kedua negara 

yang berbeda, yaitu Indonesia yang menggunakan 

sistem hukum civil law dan Brunei Darussalam 

menggunakan sistem hukum common law, penulis juga 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor 

yang melatarbelakangi perbedaan aturan tersebut, yang 

mana padahal baik di Indonesia maupun Brunei 

Darussalam sama-sama memiliki sistem hukum Islam 

di negaranya. Selain itu, penulis juga tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai hak-hak apa saja yang 

perempuan dapatkan pasca perceraian qabla ad-dukhul 

dari kedua negara.  Adakah perbedaan di antara 

keduanya ataukah masih tetap sama, mengingat kedua 

negara menetapkan aturan yang berbeda. Serta 

bagaimana dampak dari aturan tersebut terhadap 

kehidupan perempuan pasca perceraian qabla ad-

dukhul di kedua negara. Dengan demikian, penulis 

memberi judul penelitian ini “PERBANDINGAN 

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA 

 
10 Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, dan Suci 

Ramadhan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara 

Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”, ADHKI: 

Journal of Islamic Family Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021. 63 
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PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI 

INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa terjadi perbedaan pengaturan hukum 

mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian 

qabla ad-dukhul di Indonesia dan Brunei 

Darussalam? 

2. Bagaimana akibat hukum dari aturan perlindungan 

hak-hak perempuan perceraian qabla ad-dukhul? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan alasan perbedaan pengaturan hukum 

mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian 

qabla ad-dukhul di Indonesia dan Brunei 

Darussalam. 

2. Menjelaskan akibat hukum dari aturan 

perlindungan hak-hak perempuan perceraian qabla 

ad-dukhul. 

D. Manfaat Penelitian 

Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, 

maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini 

mampu memberi manfaat bagi pembaca, baik manfaat 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga 

Islam, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam 

kasus perceraian qabla ad-dukhul yang bersumber 

dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, 

penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam 

studi perbandingan hukum di Indonesia maupun 

Brunei Darussalam, dengan menambahkan 

perspektif baru dari sisi hukum positif dan fikih 
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terhadap dinamika perlindungan hukum bagi 

perempuan di Indonesia dan Brunei Darussalam. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum 

Islam dan lembaga peradilan agama, yakni para 

hakim, dalam menangani kasus perceraian qabla 

ad-dukhul, khususnya dalam menjamin hak-hak 

perempuan yang diceraikan sebelum terjadi 

hubungan suami istri (dukhul). Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah literatur penelitian 

tentang hukum keluarga, serta sebagai bentuk 

sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

E. Kerangka Teori dan Konsep 

1. Teori Perbandingan Hukum 

Dalam penelitian ini, salah satu teori yang 

penulis gunakan adalah teori perbandingan hukum. 

Perbandingan hukum menurut Watson ialah suatu 

studi tentang hubungan lebih dari satu sistem 

hukum, baik antara sistem atau peraturan hukum 

dalam hal kaitannya dengan historis, yang juga 

mencakup studi mengenai sifat-sifat hukum serta 

sifat atau karakteristik perkembangan hukum. 

Sementara menurut Bryan A. Garner dalam 

bukunya yang berjudul Black’s Law Dictionary, 

perbandingan hukum didefinisikan sebagai studi 

ilmiah terhadap sistem hukum pada wilayah 

yurisdiksi yang berbeda mengenai persamaan dan 

perbedaannya, seperti misalnya sistem hukum di 

negara civil law dengan sistem hukum di negara 
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common law.11 Dalam beberapa istilah, 

perbandingan hukum disebut juga dengan; 

Comparative Jurisprudence, Comparative Law, 

Foreign Law (dalam istilah Inggris), 

Rechtsgelijking (dalam istilah Belanda), Droit 

Compare (dalam istilah Perancis), serta 

Rechverleichung atau Vergleichende Rechlehre 

(dalam istilah Jerman).12 Tujuan peneliti 

menggunakan teori perbandingan ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan antara hukum iddah qabla 

ad-dukhul di Indonesia dengan hukum iddah qabla 

ad-dukhul di Brunei Darussalam.  

Menurut Sardjono, lingkup dari perbandingan 

hukum adalah sebagai berikut:13 

1. Perbandingan hukum umum dan khusus. 

Perbandingan hukum umum yaitu perbandingan 

dilakukan dengan membandingkan suatu sistem 

hukum dengan sistem hukum yang lain secara 

keseluruhan (universal), sedangkan perbandingan 

hukum khusus, yaitu perbandingan dilakukan 

dengan membandingkan lembaga satu dengan 

lainnya yang terdapat dalam sistem hukum satu dan 

lainnya.  

2. Perbandingan hukum horizontal dan vertikal. 

Perbandingan hukum horizontal ialah 

membandingkan suatu sistem atau lembaga hukum 

satu dengan lainnya secara keseluruhan dan masih 

 
11 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum 

(Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 131-132. 
12 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum 

(Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 131.  
13 MD. Shodiq, Perbandingan Sistem Hukum, (Solok: Mafy 

Media, 2023), 15-16. 
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dalam kurun/jangka waktu yang sama, sedangkan 

perbandingan hukum vertikal ialah perbandingan 

dilakukan dengan membandingkan sistem atau 

lembaga hukum dari masa yang berbeda (dalam 

kurun waktu satu dengan yang lain). 

3. Descriptive comparative law dan applied 

comparative law. Descriptive comparative law 

adalah mengumpulkan dan memberikan gambaran 

deskriptif data dari lembaga atau sistem hukum 

yang dibandingkan, yakni dengan mencari 

persamaan dan perbedaannya tanpa menganalisa 

lebih lanjut. Sedangkan applied comparative law 

adalah memberikan data tentang persamaan dan 

perbedaan antara sistem atau lembaga hukum yang 

dibandingkan dan menganalisanya lebih lanjut 

untuk suatu tujuan tertentu. 

2. Teori Akibat Hukum 

Selain teori perbandingan hukum, penulis juga 

akan menggunakan teori akibat hukum dalam 

melakukan penelitian ini. Soeroso menjelaskan 

bahwa yang dimaksud akibat hukum ialah akibat 

yang diperoleh dan dikehendaki oleh pelaku dari 

dilakukannya suatu tindakan. Tindakan yang 

dilakukan tersebut diatur oleh hukum, sehingga 

dinamakan tindakan hukum. Jadi, akibat hukum 

dapat bermakna sebagai dampak atau akibat yang 

timbul dari suatu tindakan hukum.14 Atau bisa juga 

akibat hukum diartikan sebagai suatu akibat yang 

timbul dari dilakukannya perbuatan hukum 

terhadap objek hukum oleh subjek hukum. 

 
14 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), 295. 
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Sehingga, maksud dari akibat hukum dapat 

dipahami juga sebagai akibat yang hukum berikan 

atas terjadinya peristiwa hukum maupun perbuatan 

subjek hukum.15 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori akibat hukum untuk 

menganalisis bagaimana akibat hukum dari adanya 

hukum iddah qabla ad-dukhul di negara Indonesia 

dan Brunei Darussalam. Apakah ada akibat hukum 

yang berbeda, karena mengingat aturan di kedua 

negara berbeda meski merujuk kepada madzhab 

yang sama.   

Akibat hukum dapat berupa: 

1. Lahir/tercipta, berubah, atau hilangnya suatu 

keadaan hukum. Contohnya seperti seseorang 

yang sudah berumur 21 tahun dianggap cakap 

untuk melakukan tindakan hukum, sehingga 

apabila seseorang yang sudah berusia 21 tahun 

namun dalam pengampuan, maka 

kecakapannya dalam melakukan tindakan 

hukum tersebut menjadi hilang. 

2. Lahir/tercipta, berubah, atau hilangnya suatu 

hubungan hukum, yakni hubungan di antara 

dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan 

kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak 

dan kewajiban di pihak yang lain. Contohnya 

seperti dua orang yang melakukan perjanjian 

jual beli, maka akan lahir/tercipta hubungan 

hukum di antara keduanya. Namun, hubungan 

itu akan hilang/lenyap setelah barang yang 

diperjualbelikan dibayar lunas. 

 
15 Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 1, (Bandung: Nusa 

Media, 2020), 50. 
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3. Lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan 

melawan hukum. Contohnya seperti si A yang 

menabrak orang lain hingga mengakibatkan 

luka berat, maka si A akan mendapat sanksi 

berupa pidana penjara atau pidana denda.16 

4. Akibat hukum yang timbul karena terjadinya 

kejadian-kejadian darurat oleh hukum dapat 

dianggap atau diakui sebagai akibat hukum, 

meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-

tindakan tersebut terlarang menurut hukum. 

Contohnya seperti seseorang yang terjebak 

dalam sebuah peristiwa kebakaran, kemudian 

ia merusak atau menjebol tembok, jendela, 

maupun pintu demi menyelamatkan diri.17 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi oleh Alfalah Aisya Fairiza yang berjudul 

“Iddah Qabla al-Dukhul menurut Peraturan 

Perundang-Undangan tentang Perkawinan di 

Negara Indonesia dan Brunei Darussalam” 

(2023).18 Metode yang penelitian tersebut gunakan 

merupakan penelitian library research dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak 

dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian 

 
16 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas 

Publishing, 2017), 129-130. 
17 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, 

diakses dari https://hukum.untan.ac.id/akibat-

hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%

2Dbeli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut. pada 

27 Juni 2025 pukul 14:23. 
18 Alfalah Aisya Fairiza, “Iddah Qabla al-Dukhul menurut 

Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Negara Indonesia 

dan Brunei Darussalam”, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 

2023). 

https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%2Dbeli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut
https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%2Dbeli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut
https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/#:~:text=Misalnya%2C%20mengadakan%20perjanjian%20jual%2Dbeli,kewajiban%20untuk%20membayar%20barang%20tersebut
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tersebut tertuju pada pembahasan mengenai 

kedudukan aturan perundang-undangan negara 

Indonesia dengan Brunei Darussalam, sedangkan 

fokus penelitian yang akan penulis lakukan lebih 

terhadap alasan ditetapkannya peraturan 

perundang-undangan tersebut. Sementara 

persamaannya yaitu keduanya membahas 

mengenai perbandingan aturan iddah qabla ad-

dukhul di Indonesia dengan Brunei Darussalam. 

2. Skripsi oleh Aulia Rizkiana yang berjudul “Studi 

Komparatif tentang Ketentuan Perceraian (Studi 

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan 

Brunei Darussalam)” (2023).19 Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analisis komparatif 

didasarkan pada riset pustaka (library research). 

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak 

dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian 

tersebut tertuju pada pembahasan tentang 

perbandingan ketentuan aturan perceraian di 

negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, 

sedangkan fokus penelitian yang akan penulis 

lakukan lebih kepada akibat dari perceraian itu, 

yakni masa iddah. Sementara persamaannya yaitu 

keduanya membahas mengenai perbandingan 

aturan di Indonesia dengan Brunei Darussalam. 

3. Skripsi oleh Fathan Teguh I. dengan judul “Hak 

Mut’ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama 

Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan 

Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga 

 
19 Aulia Rizkiana, “Studi Komparatif tentang Ketentuan 

Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Brunei 

Darussalam)”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023). 
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Islam) 1999 Brunei Darussalam” (2022).20 Metode 

yang penelitian tersebut gunakan merupakan 

metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis 

normatif. Persamaannya dengan penelitian yang 

hendak dilakukan oleh penulis yaitu penelitian 

tersebut juga membahas tentang perbandingan 

aturan akibat putusnya pernikahan di negara 

Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara 

perbedaannya yaitu penelitian tersebut 

membandingkan aturan hak mut’ah, nafkah iddah, 

serta harta bersama, sedangkan fokus penelitian 

yang akan penulis lakukan lebih tertuju kepada 

membandingkan aturan iddah. 

4. Jurnal oleh Kholis Bidayati, Muhammad A. Al-

Maliki, dan Suci Ramadhan dengan judul 

“Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam 

di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia 

dan Brunei Darussalam)” (2021).21 Persamaan 

dari jurnal penelitian tersebut dengan penelitian 

yang hendak dilakukan oleh penulis ialah adanya 

pembahasan mengenai aturan hukum keluarga di 

Brunei Darussalam. Sementara perbedaannya 

adalah jurnal penelitian ini lebih berfokus pada 

pembahasan tentang aturan hukum keluarga di 

negara-negara muslim, sedangkan fokus penelitian 

yang akan penulis lakukan lebih tertuju pada 

 
20 Fathan Teguh Imanda, “Hak Mut’ah, Nafkah Iddah dan Harta 

Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah 

Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam”, 

Skripsi, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022). 
21 Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al-Maliki, dan Suci 

Ramadhan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara 

Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)”, ADHKI: 

Jurnal of Islamic Family Law, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021. 
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perbandingan aturan antara negara Indonesia 

dengan Brunei Darussalam. 

5. Jurnal oleh Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi 

Aryanti Ramadhani yang berjudul “Hukum 

Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya 

(Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di 

Indonesia dan Brunei Darussalam)” (2024).22 

Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan 

penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis 

adalah keduanya membandingan hukum di 

Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara 

perbedaannya adalah jurnal penelitian ini fokus 

pada pembahasan mengenai hukum pencatatan 

perkawinan, sedangkan fokus utama penelitian 

yang hendak dilakukan oleh penulis ialah 

pembahasan terhadap hukum masa iddah. 

6. Jurnal oleh Ulin Nadya R.R. dan Miftahul Huda 

dengan judul “Ketentuan Hukum Keluarga di 

Brunei Darussalam dan Indonesia” (2020).23 

Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yakni keduanya membandingkan aturan 

hukum keluarga di Indonesia dengan Brunei 

Darussalam. Sementara perbedaannya adalah 

jurnal penelitian ini fokus membahas semua aturan 

hukum keluarga, sedangkan fokus penelitian yang 

akan penulis lakukan hanya terhadap pembahasan 

hukum masa iddah saja. 

 
22 Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, 

“Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan 

Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, 

Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2024. 
23 Ulin Nadya Rif’atur Rohmah dan Miftahul Huda, “Ketentuan 

Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia”, Jurnal Pikir: 

Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2020. 
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7. Jurnal oleh Mariani yang berjudul “Pengaturan 

Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, 

dan Singapura” (2021).24 Persamaannya dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yakni 

keduanya membandingkan aturan hukum di 

Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sementara 

perbedaannya yaitu jurnal penelitian ini fokus 

mengkaji tentang aturan rujuk, sedangkan fokus 

penelitian yang akan penulis lakukan tertuju pada 

pembahasan mengenai aturan masa iddah.  

Penulis menganggap penelitian ini masih perlu 

dilakukan, sebab dari sekian penelitian sebelumnya 

atau penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, 

masih terdapat celah pertanyaan yang mana belum 

terdapat jawabannya di dalam penelitian sebelumnya. 

Oleh sebab itu, tujuan peneliti melakukan penelitian ini 

guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian-

penelitian terdahulu tersebut. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan penulis gunakan 

dalam menyusun penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan 

yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan studi 

dokumen atau bahan hukum, dimana objek 

kajiannya dapat berupa peraturan perundang-

undangan, ketetapan atau keputusan pengadilan, 

 
24 Mariani, “Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei 

Darussalam, dan Singapura”, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 6, 

No. 1, 2021. 
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akad/perjanjian/kontrak, teori hukum, serta 

pendapat para sarjana.25 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam 

penulisan penelitian ini yaitu pendekatan 

perbandingan (comparative approach) dan 

pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan perbandingan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

sistem hukum atau aturan perundang-undangan, 

dari suatu negara atau lebih, dengan negara lain 

terkait hal yang serupa, termasuk juga terhadap 

putusan pengadilan.26 Sedangkan pendekatan 

perundang-undangan yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan dan regulasi terkait isu hukum yang 

sedang diteliti.27 

3. Penelitian ini disusun berdasarkan dua kriteria 

sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer 

sebagai sumber bahan hukum utama dan bahan 

hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum 

tambahan. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum 

yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, 

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 45. 
26 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 57. 
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 56. 
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serta dokumen resmi negara.28 Bahan hukum 

primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 

2) Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI);  

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 

4) Undang-Undang Negara Brunei 

Darussalam Majlis Ugama Islam dan 

Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77; 

serta  

5) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 

Perintah Darurat (Undang-Undang 

Keluarga Islam) 1999. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

hukum penjelas bagi bahan hukum primer, 

yang mana di antaranya berupa buku ilmu 

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, maupun 

media cetak atau elektronik.29 Selain itu, bahan 

hukum sekunder juga berfungsi untuk 

membantu pembaca dalam memahami serta 

 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram 

University Press, 2020), 59. 
29 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 140. 
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menganalisa bahan hukum utama (primer). 

Adapun bahan hukum sekunder yang akan 

digunakan dalam penulisan ini di antaranya 

meliputi buku-buku literatur hukum, skripsi, 

serta jurnal mengenai aturan hukum mengenai 

hak-hak perempuan pasca iddah qabla ad-

dukhul di Indonesia dan Brunei Darussalam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses 

memperoleh data dengan menggunakan teknik 

tertentu.30 Nasution menyatakan bahwa dalam 

penelitian hukum normatif, data yang dimaksud 

merujuk pada permasalahan atau isu hukum yang 

ditemukan dalam struktur dan substansi hukum 

positif, yang diperoleh melalui kajian terhadap 

berbagai sumber hukum. Dalam penelitian hukum 

normatif, data yang dikumpulkan dapat berupa 

berbagai sumber hukum, seperti peraturan 

perundang-undangan, teori atau pandangan hukum 

yang dituangkan dalam buku, jurnal, makalah, 

majalah, risalah sidang lembaga legislatif, putusan 

pengadilan, dan sumber lainnya yang relevan.31 

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian 

hukum normatif adalah studi dokumen, karena 

pembuktian terhadap asumsi dasar atau hipotesis 

penelitian bergantung pada norma-norma dalam 

hukum positif, pandangan atau teori hukum, hasil 

penelitian ilmiah, serta putusan pengadilan, yang 

 
30 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 136. 
31 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 137. 
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seluruhnya bersumber dari dokumen tertulis.32 

Sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik studi dokumen atau kepustakaan, 

karena jenis dari penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif.  

Studi dokumen adalah kegiatan 

mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri 

berbagai dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau data yang diperlukan 

oleh peneliti.33 Dokumen yang dimaksud adalah 

berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan 

di berbagai perpustakaan, maka dari itu studi 

dokumen dikenal juga dengan istilah studi 

kepustakaan.34 Dalam melakukan studi dokumen, 

Abdulkadir Muhammad menjelaskan langkah-

langkah yang harus ditempuh peneliti sebagai 

berikut: (1) mengidentifikasi sumber perolehan 

bahan hukum, (2) mencatat atau mendata bahan 

hukum yang diperlukan, (3) mencatat dan 

mengutip bahan hukum yang diperlukan 

berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya 

dan urutan perolehannya, serta (4) menganalisis 

bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian.35 Tujuan dari studi 

dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, 

 
32 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 138-139. 
33 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 139. 
34 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 139. 
35 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 139. 
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maupun tersier. Bahan hukum yang hendak 

ditelusuri sangat bergantung pada penggunaan 

pendekatan penelitian hukum.36 Karena pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, maka bahan hukum primer 

yang digunakan adalah peraturan perundang-

undangan. 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Irawan, analisis data adalah suatu 

kegiatan yang bersifat mentransformasikan data 

menjadi informasi, dimana data adalah hasil suatu 

pencatatan, sedangkan informasi adalah makna 

dari hasil pencatatan.37 Secara umum, analisis pada 

penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui 

tiga tahap, yaitu tahap identifikasi fakta hukum, 

pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait 

dengan fakta hukum, dan penerapan hukum.38 

Teknik analisis data dalam penelitian hukum 

normatif dapat dilakukan dengan menyesuaikan 

pada pendekatan penelitian yang ditetapkan.39 

Seperti halnya pada penelitian ini yang 

menggunakan pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), maka 

datanya dapat dianilisis dengan langkah-langkah 

berikut: (1) memilih pasal-pasal yang berisikan 

 
36 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 140 
37 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 162-163. 
38 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 165-167. 
39 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 168. 
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kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu 

sesuai dengan subjek penelitian; (2) membuat 

sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat 

dibuat klasifikasi; (3) menganalisis pasal-pasal 

dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada, 

dan (4) menyusun konstruksi dengan ketentuan.40 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis perbandingan hukum (comparative legal 

analysis), yaitu membandingkan dua sistem hukum 

terhadap isu yang sama, dimana dalam hal ini 

membandingkan hukum di Indonesia dan Brunei 

Darussalam mengenai perceraian qabla ad-dukhul. 

Serta teknik analisis isi (content analysis), yaitu 

dengan menganalisis dokumen hukum atau naskah 

akademik, yang dalam penelitian ini berupa aturan 

perundang-undangan di Indonesia dan Brunei 

Darussalam mengenai perceraian qabla ad-dukhul. 

H. Sistematika Penulisan 

Agar tercapai sebuah karya ilmiah yang 

sistematis, maka sistematika penulisan yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori dan konsep, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II. TEORI PERBANDINGAN 

HUKUM, TEORI AKIBAT HUKUM, DAN 

KONSEP HAK PEREMPUAN PASCA 

PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL memaparkan 

landasan teoritis yang menjelaskan mengenai konsep 

 
40 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2021), 168. 
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qabla ad-dukhul serta menjelaskan mengenai teori 

perbandingan hukum dan akibat hukum. 

BAB III. ATURAN HAK PEREMPUAN 

PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI 

INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM berisi 

pembahasan mengenai aturan hak perempuan pasca 

perceraian qabla ad-dukhul di negara Indonesia 

dengan aturan di negara Brunei Darussalam, serta 

analisis dari aturan hak perempuan pasca perceraian 

qabla ad-dukhul di negara Indonesia dan di negara 

Brunei Darussalam. 

BAB IV. PERBANDINGAN AKIBAT 

HUKUM DARI ATURAN HAK PEREMPUAN 

PASCA PERCERAIAN QABLA AD-DUKHUL DI 

INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM berisi 

dua pemaparan akibat hukum, yaitu akibat hukum dari 

aturan hak perempuan pasca perceraian qabla ad-

dukhul di negara Indonesia dengan negara Brunei 

Darussalam, serta analisis mengenai akibat hukum dari 

aturan hak perempuan pasca perceraian qabla ad-

dukhul di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. 

BAB V. PENUTUP berisi kesimpulan dari 

analisis mengenai perbandingan hukum dan akibat 

hukum aturan hak perempuan pasca perceraian qabla 

ad-dukhul di negara Indonesia dan Brunei Darussalam, 

serta menyajikan saran juga penutup.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis 

lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan di 

antaranya ialah sebagai berikut: Pertama, terdapat 

perbedaan aturan mengenai iddah qabla ad-dukhul di 

Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia tidak 

menetapkan masa iddah bagi wanita yang bercerai 

dalam kondisi qabla ad-dukhul, sedangkan di Brunei 

Darussalam tetap berlaku masa iddah sekalipun wanita 

tersebut bercerai dalam kondisi qabla ad-dukhul. 

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

sistem hukum yang dianut masing-masing negara, 

yakni Indonesia civil law sedangkan Brunei 

Darussalam common law. Oleh karena itu, aturan 

terkait hak perempuan pasca perceraian qabla ad-

dukhul di Indonesia dengan Brunei Darussalam juga 

berbeda. Di mana di Indonesia perempuan tersebut 

hanya berhak memperoleh separuh mahar namun tetap 

dapat mengajukan mut’ah ke pengadilan, sementara di 

Brunei Darussalam perempuan yang bercerai dalam 

kondisi qabla ad-dukhul hak-haknya hampir sama 

dengan perceraian biasa (berhak atas mahar, nafkah, 

mut’ah), karena mengingat Brunei Darussalam 

menetapkan aturan masa iddah terhadapnya. Di 

Indonesia, aturan hukum Islam yang tercantum dalam 

KHI mencerminkan penerapan prinsip dasar hukum 

Islam bermadzhab Syafi’i, meski dengan penyesuaian 

terhadap budaya lokal masyarakat Indonesia. 

Sedangkan di Brunei Darussalam mengadopsi 

pendekatan yang mengacu pada alternasi madzhab, 
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selain itu juga hukum adat Brunei menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

hukum.  

Kedua, di Indonesia, bagi wanita yang 

menjalani masa iddah maka akan timbul dampak atau 

akibat hukum seperti adanya larangan menikah, 

pembatalan pernikahan, sanksi hukum, timbulnya hak-

hak selama masa iddah, dan timbulnya kesempatan 

untuk berpikir ulang. Namun, karena di Indonesia tidak 

menetapkan aturan masa iddah bagi perempuan yang 

bercerai qabla ad-dukhul, maka dampak atau akibat 

hukum yang ditimbulkan selama menjalani masa iddah 

menjadi tidak berlaku apabila wanita tersebut bercerai 

qabla ad-dukhul. Akan tetapi, hal tersebut berlaku 

berbeda di negara Brunei Darussalam yang 

menetapkan masa iddah bagi perceraian wanita qabla 

ad-dukhul, dampak hukum tersebut di antaranya 

seperti dapat melakukan rujuk serta timbulnya 

konsekuensi sosial dan adat, karena mengingat aturan 

tersebut juga tercipta berdasarkan pertimbangan dari 

hukum adat setempat. Dari akibat hukum tersebut juga 

hanya memenuhi dua di antara bentuk dari akibat 

hukum, yaitu lahirnya, berubahnya, dan/atau hilangnya 

keadaan hukum dan lahirnya, berubahnya, dan/atau 

hilangnya hubungan hukum.  

B. Saran 

Penerapan teori perbandingan dan akibat 

hukum dalam penelitian ini menunjukkan potensi yang 

besar untuk memperdalam pemahaman tentang hak 

perempuan pasca perceraian qabla ad-dukhul, 

khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh 

karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan 

agar teori akibat hukum dikembangkan lebih lanjut. 
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Selain itu, diharapkan dalam penelitian lanjutan dapat 

lebih memperdalam dan menyempurnakan terkait 

landasan filosofis dari adanya perbedaan aturan di 

Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini hanya 

berfokus pada aspek hukum dan belum secara 

mendalam mengeksplorasi dampak sosial dan 

psikologis yang dialami perempuan pasca perceraian, 

sehingga penelitian lanjutan diharapkan dapat 

mengombinasikan pendekatan hukum, sosial, dan 

psikologis guna mendapatkan gambaran yang lebih 

menyeluruh mengenai tantangan dan kebutuhan 

perempuan setelah perceraian. 

C. Limitasi (Batasan Penelitian) 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

yang perlu disampaikan. Pertama, kajian difokuskan 

pada aspek normatif, yaitu analisis terhadap ketentuan 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai 

hak pasca perceraian qabla ad-dukhul, sehingga belum 

mencakup kajian empiris di lapangan atau studi kasus 

putusan pengadilan secara langsung. Kedua, 

pembahasan perbandingan hukum dalam penelitian ini 

dibatasi pada sumber-sumber sekunder, dan belum 

melakukan analisis mendalam terhadap praktik hukum 

di negara lain secara konkret. Ketiga, cakupan teori 

keadilan yang digunakan masih terbatas pada 

perspektif konseptual, khususnya teori keadilan 

distributif dan keadilan substantif, tanpa 

mengembangkan pendekatan interdisipliner yang lebih 

luas seperti pendekatan sosiologis atau feminis secara 

mendalam. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan 

dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya 

agar dapat menyempurnakan dan memperluas ruang 

lingkup kajian.  
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